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Abstrak 
Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam 
demokrasi pada pemilu kepala pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 responden. Alat 
bantu untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft 
Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pekon Kusa terhadap hak memilih 
adalah cenderung positif. Masyarakat paham mengenai konsep hak memilih sehingga merasakan 
keuntungan bagi masyarakat yang paham akan konsep hak memilih, dengan begitu mereka paham 
sekali maksud dan tujuan mereka bahwa memilih merupakan hal yang dapat dikatan wajib untuk 
terlaksananya demokrasi yang baik pada Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 
Selain itu, tanggapan masyarakat yang positif juga memberikan dampak terhadap berhasilnya atau 
terlaksana nya pemilihan kepala pekon tersebut. Setelah mereka kooperatif mayoritas mengikuti 
pelaksanaan pemilhan kepala pekon, masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru 
itu dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Bersama di Pekon Kusa 
Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 
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PENDAHULUAN 
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari 

rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu ciri demokrasinya negara Indonesia adalah 
setiap anggota masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di dalam 
pemilihan umum terdapat organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan kehendak 
serta cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat 
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Moris Rosenberg (dalam Rush & Altrhrof, 2001) mengemukakan bahwasannya 
ada tiga alasan pokok seseorang untuk bersikap apatis pada aktivitas politik, pertama karena 
ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, orang memiliki anggapan 
bahwasanya politik merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, kedua orang memiliki 
anggapan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang sia-sia, sehingga tidak ada 
gunanya untuk berpartisipasi karena tidak memengaruhi proses politik, ketiga tidak memiliki 
rangsangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik tidak lebih penting 
dari pada menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas seseorang. Kemudian banyaknya pemilihan 
membuat masyarakat bingung dalam memberikan hak suaranya. 

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia no 112 tahun 2014 
tentang pemilihan kepala desa. Pada bab 1 pasal 1, poin ke 5 menjelaskan, pemilihan kepala 
desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades tidak semata perebutan 
kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari 

mailto:dyuniaswati@gmail.com1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology 
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX 

Vol. 1 No. 1 Januari 2024 
 

 
Dean Yuniaswati, dkk. – Universitas Lampung 18 

masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan 
kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik 
di masyarakat. Desa dan pekon sesungguhnya memiliki makna yang sama, hanya saja yang 
membedakan adalah, pekon merupakan sebutan desa untuk di Provinsi Lampung, tak hanya 
itu penyebutan pekon tidak semua Kabupaten di Lampung yang menggunakan penyebutan 
pekon, berdasarkan artikel yang saya baca, hanya Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, 
Tanggamus dan Pringsewu, selebihnya masih menggunakan penyebutan desa. Pekon 
dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. 
Penggunaan pekon sendiri untuk mencirikan bahwasannya penyebutan desa di provinsi 
lampung adalah pekon.  

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung no 1 Tahun 2016 tentang pedoman 
rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi lampung, pada bab 1 pasal 
1 ketentuan umum butir ke 11 menyatakan bahwa Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut 
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan 
daerah Kabupaten Tanggamus no 4 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan 
/pelantikan dan pemberhentian kepala pekon, bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 6 dan 
7, berbunyi pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. 
Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat pekon yang terdiri dari kepala pekon dan badan hippun pemekonan dalam 
wilayah Kabupaten Tanggamus. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang saat sekarang secara 
sistematis dan faktual yang menuntut untuk terjadi pada cara yang berlaku dalam masyarakat 
serta situasi tertentu, termasuk tentang segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney 
(Nazir 2003: 54-55) mengatakan ahwa "Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan seerta proses 
proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Menurut 
Sugiyono (2018: 14) mengatakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif kuantitatif ini merupakan penyidikan yang 
menuntut dan menafsirkan data yang ada misalnya pandangan tentang suatu proses yang 
sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing 
dan sebagainya. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala 
Pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data dari sebaran angket kepada 96 responden 
guna memperoleh dan menjelaskan keadaan sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh 
mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala 
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Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus”, maka dapat diuraikan 
dan dideskripsikan pembahasan sebagai berikut: 
 
1. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa 

Berdasarkan hasil data dan pengolahan indikator pemahaman diperoleh hasil dari 96 
responden terdapat 58,33% atau sebanyak 56 responden yang menyatakan paham 
terhadap konsep hak memilih. Sedangkan terdapat 29 responden (30,21%) yang 
menyatakan kurang paham terhadap konsep hak memilih, serta 11 responden (11,46%) 
yang menyatakan tidak paham terhadap konsep hak memilih. Hal ini menunjukan bahwa 
pemahaman terhadap hak memilih pada masyarakat pekon Kusa sudah lebih dari setengah 
responden yang telah menjawab paham dari konsep hak memilih, dan hanya 29 responden 
yang kurang paham akan konsep hak memilih, serta terdapat 11 responden yang tidak 
paham akan konsep hak memilih. 

Robert J. Stenberg (1986) menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk 
menginterpretasikan atau menafsirkan suatu informasi, yang melibatkan kemampuan 
untuk memahami arti, makna, atau tujuan dari informasi tersebut. Melalui pemahaman 
masyarakat atau responden di pekon Kusa dalam penelitian ini akan membuktikan bahwa 
mereka memahami mengenai konsep hak memilih pada pemilu kepala pekon di pekon 
Kusa. Pada indikator pemahaman ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana 
pemahaman masyarakat pekon Kusa terhadap konsep hak memilih. Dalam hal ini 
masyarakat dikatakan paham apabila telah mengetahui dan memahami secara menyeluruh 
dan mendalam mengenai definisi apa aitu konsep hak memilih. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman masyarakat pekon Kusa 
terhadap konsep hak memilih didapatkan hasil angket diantaranya sebanyak 58,33% 56 
dari 96 responden yang menyatakan paham terhadap konsep hak memilih. Hal ini 
menunjukan bahwa masyarakat pekon Kusa memiliki pemahaman yang baik terhadap 
konsep hak memilih, dimana masyarakat mampu memahami sebenarnya apa itu hak 
memilih, seperti yang dikatakan salah satu narasumber yang di wawancarai oleh peneliti, 
dimana beliau berkata” pemilih harus tau apa aitu konsep hak memilih, supaya mereka 
paham akan mengapa mereka itu melaksanakan atau melakukan pemilihan kepala pekon 
itu”.  

Selain itu masyarakat juga mengetahui persyaratan menjadi pemilih, memahami apa 
peran kepala pekon, dan memahami badan hukum yang mengatur hak memilih, sehingga 
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak memilih dalam pemilihan 
kepala pekon. Di Indonesia, badan hukum yang mengatur hak memilih adalah Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugas dan 
wewenang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tugas dan 
wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis, 
serta mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, 
kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Selain KPU, di 
Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas 
mengawasi dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
dan merupakan lembaga independen yang terdiri dari tujuh anggota yang ditunjuk oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, pada intinya indikator pemahaman masyarakat 
pekon Kusa terhadap konsep hak memilih pada pemilu kepala pekon di pekon Kusa 
kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan paham sebesar 58,33%. 
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2. Indikator Tanggapan Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa 
Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentu berbeda-beda satu sama lainnya, 

karena masyarakat mempunyai pengetahuan yang berbeda terhadap konsep hak memilih. 
Pada indikator sebelumnya yakni pemahaman terhadap konsep hak memilih berada pada 
kategori pemahaman tinggi. Pemahaman tinggi, sedang maupun rendah yang dimiliki oleh 
seseorang tentunya memengaruhi respon individu tersebut terhadap suatu hal, ketika 
seseorang memiliki pemahaman yang cukup maka akan bisa memberikan tanggapan yang 
baik pula terhadap sesuatu yang sudah ia pahami. Tanggapan merupakan stimulus yang 
berkaitan dengan interpretasi sehingga membentuk sebuah permanent memory (Wiranto 
Surahkkamat, 1980: 95). Tanggapan merupakan suatu pemikiran atau kesan seseorang 
terhadap suatu hal yang ia lihat atau yang terjadi disekitarnya. Tanggapan dapat berupa 
pendapat positif atau negatif, baik atau buruk serta mendukung atau menentang. Pada 
indikator tanggapan ini, tujuannya adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat 
mengenai setuju atau tidak penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam 
pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 
Tanggapan masyarakat dalam hal ini terkait apakah masyarakat setuju atau tidak jika 
masyarakat penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilih dalam pemilu kepala pekon, 
di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tanggapan 
masyarakat dalam hal ini terkait dengan setuju atau tidaknya masyarakat penduduk pekon 
Kusa menggunakan hak memilih dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan 
Kotaagung Kabupaten Tanggamus maka didapatkan hasil sebaran angket diantaranya 
sebanyak 79 responden (82,30%) dari 96 responden yang menyatakan setuju 
bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala 
pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Hal ini berarti 
masyarakat memiliki tanggapan yang baik mengenai pelaksanaan pemilihan kepala pekon 
di pekon Kusa, dimana masyarakat setuju jika hak memilih itu wajib untuk semua 
masyarakat telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilihan kepala pekon 
berlangsung, kemudian setuju jika masyarakat yang menyuarakan hak pilih nya itu sebagai 
warganegara terpuji. Sedangkan terdapat 10 responden (10,40%) dari 96 responden yang 
menyatakan kurang setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak 
memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten 
Tanggamus, dengan demikian terdapat masyarakat yang kurang paham akan pentingnya 
menyuarakan suara pada saat pemilihan kepala pekon. Serta 7 responden (7,30%) yang 
menyatakan tidak setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak 
memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten 
Tanggamus. Tanggapan yang baik dari masyarakat terjadi karena masyarakat setuju 
bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala 
pekon, setelah penjabaran yang peneliti jabarkan bahwasannya masyarakat sudah baik 
pada indikator tanggapan ini dimana didapatkan hasil dari sebaran angket sebesar 82,30% 
79 dari 96 responden yang memilih setuju. 

 

3. Indikator Harapan Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa 
Tanggapan individu atau respon baik yang diberikan oleh seseorang tentunya akan 

memengaruhi harapan seorang individu tersebut terhadap suatu hal. Harapan merupakan 
keinginan seseorang terhadap suatu hal yang akan terjadi. Adanya indikator harapan ini 
memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana harapan masyarakat pekon Kusa terhadap 
dampak dari hak pilih mereka yang di gunakan saat pelaksanaan pemilihan kepala pekon, 
dimana masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru mereka akan 
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mendapatkan feedback seperti meratanya pembangunan jalan di desa, adanya perhatian 
khusus dari kepala pekon terhadap masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. 
Menurut Snyder dan Lopez (2002), harapan adalah persepsi yang diarahkan pada masa 
depan yang penuh harapan, sehingga seseorang akan cenderung melakukan tindakan 
untuk mencapai apa yang diharapkan tersebut. Berdasarkan persebaran distribusi data 
menunjukkan bahwa 4 responden atau sekitar 4,20% masuk kedalam kategori tidak setuju. 
Masyarakat tidak setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak 
memilihnya digunakan dengan sebaik-baiknya, dimana hal ini masyarakat memilih kepala 
pekon tidak berdasarkan visi misi nya. Lalu sebanyak 7 atau sekitar 7,30% masuk kedalam 
kategori kurang setuju. Masyarakat kurang setuju akan penduduk pekon Kusa yang 
menggunakan hak pilihnya dibergunakan dengan sebaik-baiknya, serta kurang setuju jika 
masyarakat memilih berdasarkan visi misi si calon kepala pekon, kemudian untuk kategori 
setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa setuju untuk menggunakan hak memilihnya 
digunakan dengan sebaik-baiknya, dimana hal ini masyarakat memilih kepala pekon 
berdasarkan visi misi nya, yakni sudah lebih dari 50% tepatnya 88,50% 85 dari 96 
responden. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki tujuan yang jelas saat memilih calon 
kepala pekon dalam proses pemilihan berlangsung, serta masyarakat sudah memilih calon 
kepala pekon berdasarkan visi misinya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang 
diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang lebih 
kepada calon kepala pekon, dimana masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon 
yang baru mereka akan mendapatkan feedback seperti meratanya pembangunan jalan di 
desa, adanya perhatian khusus dari kepala pekon terhadap masyarakat yang kurang 
mampu dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan pendapat Rand (2011), harapan 
adalah keyakinan bahwa masa depan dapat menjadi lebih baik dari masa lalu atau saat ini, 
dan bahwa individu dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan perubahan 
tersebut. Oleh sebab itu masyarakat berharap bahwa dengan memilih calon kepala pekon 
berdasarkan visi misinya akan merubah masa depan pekon menjadi lebih baik dari masa 
sebelum kepemimpinan kepala pekon yang baru. 

 

4. Indikator Berpartisipasi 
Menurut Torkildsen (2005), berpartisipasi adalah suatu proses sosial yang 

melibatkan interaksi dan kolaborasi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
tertentu, baik dalam konteks organisasi, masyarakat, maupun politik. Dalam hal ini 
berpartisipasi yang dimkasud ialah berpartisipasi dalam politik yang dimana masyarakat 
mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon, disini masyarakat harus menggunakan 
hak memilihnya untuk menentukan siapa bakal calon pemimpin pekon di pekon Kusa. 
Untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan seperti sudah cukupnya umur untuk 
mengikuti pemilhan diwajibkan untuk mengikuti prlaksanaan pemilhan kepala pekon 
tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi 
syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang yang berlaku berhak memberikan 
suara dalam pemilihan umum. Sudah jelas bahwa masyarakat berhak memberikan 
suaranya jikalau telah memenuhi syarat sebagai pemilih. 

Berdasarkan persebaran distribusi data menunjukkan bahwa 8 responden atau 
sekitar 8,30% masuk kedalam kategori tidak setuju. Disini masyarakat tidak setuju 
bahwasannya mengikuti pemilihan kepala pekon walaupun sudah memenuhi persyaratan 
sebagai pemilih. Lalu terdapat sebanyak 11 responden atau sekitar 11,50% masuk kedalam 
kategori kurang setuju bahwasannya mengikuti pemilihan kepala pekon walaupun sudah 
memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Lalu terdapat 77 responden atau sekitar 80,20% 
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masuk kedalam kategori setuju. Pada indikator berpartisipasi ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa banyak masyarakat yang setuju mengikuti pelaksanaan pemilihan 
kepala pekon. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan ini akan 
menentukan siapa terbaik yang akan menjadi kepala pekon. Berdasarkan hasil salah satu 
masyarakat yang peneliti wawancarai mengenai indikator berpartisipasi ini didapatkan 
hasil, bahwasannya beliau mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon itu, menurutnya 
sebagai warganegara yang baik kita harus mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon 
ini, karena dengan kita mengikuti pemilihan ini akan membantu terwujudnya demokrasi di 
pekon tercinta ini serta terpilihnya pemimpin yang baik untuk mempin pekon Kusa ini. 
Oleh sebab itu dapat peneliti simpulkan bahwasannya masyarakat wajib berpartisipasi 
dalam pemilihan kepala pekon ini, supaya terwujudnya demokrasi kemudian terpilihnya 
pemimpin yang baik karena kita memilih berdasarkan visi misinya serta pengalamannya 
sebelum mencalonkan diri sebagai kepala pekon.  

 
5. Indikator Alasan 

Alasan atau dalam bahasa Inggris disebut "reason" dapat diartikan sebagai penjelasan 
atau pembenaran yang digunakan untuk memberikan dukungan pada suatu pendapat atau 
tindakan. Menurut aristoteles, alasan adalah argumen yang digunakan untuk memberikan 
dukungan pada kesimpulan tertentu. Pada indikator alasan ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui argument masyarakat bahwasannya penduduk pekon Kusa memiliki alasan 
yang dilandasi adanya keinginan perubahan, seperti keinginan perubahan pekon menjadi 
lebih baik lagi dengan terpilihnya kepala pekon yang baru, maksud dari adanya perubahan 
yang lebih baik lagi adalah masyarakat ingin dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu 
dapat memberi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah alasan penduduk pekon 
Kusa mengikuti pelaksanaan pemilhan kepala pekon. Berdasarkan hasil data dan 
pengolahan indikator alasan diperoleh hasil 3,10% atau sebanyak 3 responden dari 96 
responden dikategorikan tidak setuju jika penduduk pekon Kusa memiliki alasan, dalam 
hal ini masyarakat memilih tidak berdasarkan alasan mengapa dia memilih, mereka 
memilih hanya karena kewajiban sebagai pemilih. Seperti kata salah satu masyarakat yang 
notabenenya sebagai narasumber peneliti, dimana beliau berkata tak semua masyarakat 
akan paham alasan kenapa mereka harus memilih, kenapa mereka dateng ke TPS, kenapa 
mereka harus memilih calon kepala pekon itu, mereka datang karena untuk memenuhi 
kewajiban saja, atau mereka datang karena adanya money politik. Dari penjelasan atau 
hasil dari wawancara narasumber tersebut menurut peneliti masyarakat sudah baik, 
karena angka yang diperoleh cukup dibilang kecil yakni 3,10% atau hanya sebanyak 3 
responden dari 96 responden, data tersebut dari hasil menyebar angket. Jadi dapat dikatan 
baik karena hampir semua masyarakat menjawab setuju, hanya 3 responden saja yang 
tidak setuju dengan adanya alasan untuk kenapa masyarakat melakukan pemilihan kepala 
pekon ini.  

Sekitar 4,20% atau sebanyak 4 dari 96 responden masuk dalam kategori kurang 
setuju. Masyarakat kurang setuju jika mengetahui alasan mengapa dia mengikuti 
pelaksanaan pemiilihan kepala pekon. Sama seperti yang peneliti bahas tadi, hanya 
bedanya ini kategori kurang setuju, dimana masyarakat kurang setuju jika mengetahui 
alasan mengapa dia mengikuti pelaksanaan pemiilihan kepala pekon. Menurut Russell 
Hardin, kurang setuju adalah ketidaksepakatan dalam pandangan atau opini yang masih 
dapat ditoleransi dan tidak memerlukan tindakan atau intervensi yang keras untuk 
menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat 
yang kurang setuju disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidaksepakatan mereka 
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terhadap pentingnya memiliki alasan pada saat ingin memilih atau pada saat kita 
memberikan suara untuk salah satu calon kepala pekon tersebut. Kemudian didapatkan 
hasil dari distribusi angket sebesar 92,70% atau sebanyak 89 dari 96 respon masuk ke 
dalam kategori setuju. Hal ini sudah lebih dari 50% masyarakat setuju jika masyarakat 
memilih atau menyuarakan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon harus disertai 
dengan alasan, alasan kenapa harus memilih calon kepala pekon tersebut, alasan kenapa 
dia harus menyuarakan suaranya, kenapa dia datang ke TPS dan sebagainya. Menurut John 
Stuart Mill, setuju adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan atau argumen yang 
kuat dan tepat. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat pekon sudah baik pada 
indikator alasan ini, dengan perolehan data sebanyak 92,76% yang setuju. 

 
6. Indikator Bebas 

Menurut John Stuart Mill, kebebasan adalah hak individu untuk bertindak atau 
berbicara tanpa adanya pembatasan atau tekanan dari pihak lain, selama tindakan atau 
ucapan tersebut tidak membahayakan orang lain. Bebas yang dimaksud disini ialah 
masyarakat bebas mau memilih atau tidak, bebas mau memilih calon kepala pekon yang 
mana, seperti kata John stuart mill di atas, tanpa adanya pembatasan atau tekanan dari 
pihak lain saat masyarakat akan memilih, dan berhak memilih siapa aja yang menurutnya 
baik untuk dipilih. Berdasarkan hasil data dan pengolahan indikator bebas diperoleh hasil 
14,60% atau sebanyak 14 responden dikategorikan tidak setuju dalam indikator bebas 
pada variable hak memilih. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa harus memilih 
pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung tidak memperhatikan hak asasi manusia 
dimana diberikan kebebasan antara mau memilih atau tidak. Menurut Jules Coleman dan 
Scott Shapiro, tidak setuju adalah ketidaksepakatan terhadap suatu pernyataan atau 
tindakan yang diambil oleh orang lain. Maka dengan tidak setuju masyarakat pekon Kusa 
yang memilih jawaban tersebut tidak sepakat dengan indikator bebas. Lalu diperoleh hasil 
13,50% atau sebanyak 13 dari 96 responden dikategorikan kurang setuju dalam indikator 
bebas pada variable hak memilih. Masyarakat kurang setuju bahwasannya penduduk 
pekon Kusa bebas memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon. Sama seperti yang 
peneliti bahas tadi, hanya bedanya ini kategori kurang setuju, dimana masyarakat kurang 
setuju jika penduduk pekon Kusa bebas memilih pada pemilihan kepala pekon. Dalam 
kategori kurang setuju ini jumlah responden yang memilih hanya 13 dari 96 responden, 
dengan perolehan yang kecil ini sudah dapat dikatakan baik, karena hanya sedikit 
masyarakat memilih kurang setuju tentang bagaimana kurang setuju dengan kebebasan 
masyarakat. Lalu diperoleh hasil 71,90% attau sebanyak 69 dari 96 responden masuk 
kedalam kategori setuju, sudah lebih dari 50% masyarakat yang memilih setuju pada 
kategori setuju ini. Hal ini cukup dikatakan baik untuk masyarakat yang memilih kategori 
ini, dimana masih banyak masyarakat yang paham atau yang setuju akan kebebasan 
memilih pada saat memilih salah satu calon kepala pekon, hal ini berarti masyarakat tidak 
ada paksaan dari luar saat menentukan pilihannya. Dengan hak memilih, masyarakat yang 
memilih tanpa ada tekanan paksaaan dari luar, ini akan menciptakan atau menentukan 
siapa yang akan menjadi kepala pekon yang baik di masa depan. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pengolahan data angket dan analisis data pada pembahasan hasil 

penelitian, maka dapat diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam 
Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten 
Tanggamus. Persepsi masyarakat terhadap pemahaman konsep hak memilih memiliki 
kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami akan konsep hak memilih pada 
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pemilihan kepala pekon. Tanggapan serta harapan dari masyarakat bahwasannya berharap 
bahwa dengan memilih calon kepala pekon berdasarkan visi misinya akan merubah masa 
depan pekon menjadi lebih baik dari masa sebelum kepemimpinan kepala pekon yang baru. 
Kemudian juga masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala pekon ini, supaya 
terwujudnya demokrasi kemudian terpilihnya pemimpin yang baik dan amanah, tak hanya itu 
masyarakat memilih atau menyuarakan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon harus 
disertai dengan alasan, alasan kenapa harus memilih calon kepala pekon tersebut, alasan 
kenapa dia harus menyuarakan suaranya, kenapa dia datang ke TPS dan sebagainya. Pada 
pemilihan kepala pekon ini masyarakat memiliki kebebasan dalam menyuarakan hak 
suaranya, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.  

Setelah mengambil kesimpulan maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut: 
Bagi Masyarakat: Bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan 
untuk mampu meningkatkan pemahaman dalam bidang hak memilih, dan terus 
meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan umum kepala pekon maupun pemilihan umum 
lainnya jikalau sudah memenuhi persyaratan. Bagi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kusa 
selanjutnya: Bagi panitia pemilihan kepala pekon kusa, diharapkan selain melakukan sensus 
atau pendataan masyarakat untuk keperluan pemilihan kepala pekon berlangsung, panitia 
juga diharapkan melakukan kampanye ajakan kepada masyarakat untuk mengingatkan akan 
penting nya memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung. Bagi 
Peneliti Selanjutnya: Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut 
mengenai persepsi masyarakat terhadap hak memilih, dan peneliti selanjutnya dapat 
menambah jumlah variable penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat meneliti hal-hal 
diluar yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan lebih kompleks. 
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